2. Indonesia bisa saja memenuhi permintaan Singapura mengenai DCA  (defence
cooperation agreement) dan Millitary training area dengan aturan lain yang
sebagai berikut :

a. Singapura harus meminta ijin kepada pemerintah Indonesia sebelum
melakukan latihan militer.

b. Negara ketiga diperbolehkan mengikuti Singapura untuk berlatih di wilayah
Indonesia, asalkan meminta ijin terlebih dahulu. Karena pada masalalu
Singapura kadang mengajak negara lain seperti Amerika Serikat dan
Australia.

c. Jika tentara singapura melanggar hukum ketika latihan, maka Tentara
tersebut diadili dengan hukum Indonesia.

d. Tentara Nasional Indonesia bisa meminjam peralatan atau teknologi milliter
Singapura.

e. Tentara Nasional Indonesia boleh mengirim tim pemantau jika ada latihan

milliter yang dilakukan oleh Singapura.
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